ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Rekonstruksi Politik Hukum Kebijakan Restrictions on
Transactions dengan Pendekatan Extraterritorial Jurisdiction terhadap Kasus
Tindak Pidana Korupsi Lintas Wilayah” ini ditulis oleh Binti Lailatul Masruroh,
NIM. 1860103221003, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan
[lmu Hukum, dengan pembimbing Muhammad Amiril A’la, M.H.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pembatasan Transaksi,
Extraterritorial Jurisdiction

Indonesia mengadopsi paham kerugian keuangan negara sebagai konstruksi
utama dalam memaknai tindak pidana korupsi, baik sebagai unsur delik maupun
sebagai parameter kerugian publik yang harus dipulihkan melalui mekanisme
pemidanaan dan perampasan aset. Namun, perkembangan korupsi modern yang
beririsan dengan kejahatan ekonomi lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa kerugian
keuangan negara tidak lagi semata-mata bersumber dari perbuatan administratif
atau penyalahgunaan kewenangan konvensional, melainkan melalui pemanfaatan
transaksi keuangan yang kompleks dan terfragmentasi yang telah bertransformasi
menjadi tool of crime untuk menyamarkan, memindahkan, dan mengamankan hasil
kejahatan. Permasalahan hukum utama terletak pada belum terintegrasinya doktrin
kerugian keuangan negara dengan sistem klasifikasi dan pembatasan transaksi
keuangan, sehingga rezim perampasan aset di Indonesia masih bertumpu pada
pembuktian yang bersifat sporadis dan mekanisme pelaporan sukarela. Kondisi ini
menimbulkan kesenjangan struktural yang berulang antara besaran kerugian
keuangan negara dan efektivitas pemulihan aset, khususnya dalam perkara korupsi
lintas wilayah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis relevansi pendekatan
kerugian keuangan negara dengan urgensi pembentukan kerangka hukum
pembatasan transaksi sebagai instrumen preventif dan represif dalam
pemberantasan korupsi transnasional, serta menilai implikasi normatif pasca
berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang menimbulkan
dualisme dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual melalui analisis KUHP 2023, UU Tipikor, UU TPPU, UU Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta United Nations Convention
against Corruption (UNCAC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHP Tahun 2023 belum
memperkuat pemberantasan korupsi transnasional, melainkan menimbulkan
dualisme normatif dengan UU Tipikor sebagai lex specialis yang melemahkan
karakter korupsi sebagai extraordinary crime dan mempersempit daya jangkau
yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menawarkan desain ideal pengaturan
pembatasan transaksi keuangan berbasis extraterritorial jurisdiction sebagai
instrumen strategis untuk memperkuat pemulihan aset dan mengharmonisasikan
rezim anti-korupsi nasional dengan kewajiban hukum internasional.
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Indonesia adopts the concept of state financial loss as the primary construct
in defining corruption offenses, both as an element of the crime and as a benchmark
for public loss that must be recovered through criminal sanctions and asset
forfeiture mechanisms. However, the evolution of modern corruption, which
intersects with cross-jurisdictional economic crimes, demonstrates that state
financial losses no longer arise solely from administrative misconduct or
conventional abuse of authority, but increasingly through complex and fragmented
financial transactions that have transformed into tools of crime for concealing,
transferring, and securing illicit proceeds. The core legal problem lies in the
absence of systemic integration between the doctrine of state financial loss and the
classification and restriction regime of financial transactions, resulting in an asset
forfeiture framework in Indonesia that continues to rely on sporadic evidentiary
practices and voluntary reporting mechanisms.

This condition perpetuates a recurring structural gap between the magnitude
of state financial losses and the effectiveness of asset recovery, particularly in
transnational corruption cases. This study aims to critically examine the relevance
of the state financial loss approach in light of the urgency to establish a legal
framework for transaction restrictions as both a preventive and repressive
instrument in combating transnational corruption, while also assessing the
normative implications following the enactment of the 2023 Criminal Code, which
has generated dualism with the Anti-Corruption Law. Employing a normative
juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes
the 2023 Criminal Code, the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering
Law, the Mutual Legal Assistance Law in Criminal Matters, and the United Nations
Convention against Corruption (UNCAC).

The findings reveal that the 2023 Criminal Code reform has not
strengthened the fight against transnational corruption, but instead has produced
normative dualism with the Anti-Corruption Law as lex specialis, weakening
corruption’s status as an extraordinary crime and narrowing the reach of cross-
border jurisdiction. This study proposes an ideal regulatory design for financial
transaction restrictions based on extraterritorial jurisdiction as a strategic instrument
to enhance asset recovery and to harmonize the national anti-corruption regime with
international legal obligations..
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